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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Ada dua kesimpulan yang dikemukakan guna menjawab dua pertanyaan 

penelitian penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Setelah melakukan analisis terhadap peningkatan profesionalitas PNS 

SSDM Polri menggunakan teori Strategic Human Resource Management 

dari Noe, Dkk (2020) yang meliputi aspek desain pekerjaan, aspek 

perencanaan pegawai, aspek seleksi, aspek pelatihan dan pengembangan, 

aspek kompensasi, manajemen performance dan aspek employee 

relations, diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan profesionalitas PNS 

belum optimal karena:  

a. Aspek desain pekerjaan, belum optimalnya desain pekerjaan PNS 

dalam peningkatan profesionalitas PNS dikarenakan proses analisa 

kemampuan PNS untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan 

kebutuhan kompetensi pekerjaan yang atau belum ada database 

berkaitan pendataan atau pemetaan kemampuan atau keterampilan 

PNS SSDM Polri dari hasil analisa Bag Renmin SSDM padahal 

analisa kemampuan kerja ini sangat penting bagi pimpinan unit atau 

organisasi sebagai pedoman pemberian diklat. Selanjutnya saat ini 

juga belum ada upaya pimpinan unit kerja untuk melakukan 

identifikasi keluaran pekerjaan sebagai dasar pemberian diklat, 

sehingga diklat yang diberikan tidak berdasarkan jenis pekerjaan 

yang menjadi tugas pokok PNS SSDM Polri.  

b. Aspek seleksi, belum optimalnya seleksi dalam peningkatan 

profesionalitas PNS SSDM Polri dikarenakan belum adanya proses 

analisa mendalam dan mendetail tentang jumlah kompetensi khusus 

yang dimiliki oleh PNS SSDM Polri sebagai bahan kajian dan 

pengembangan peningkatan pendidikan dan pelatihan, karena belum 



 

141 
 

ada upaya organisasi untuk mengidentifikasi pegawai sesuai dengan 

pengetahuan dan kompetensi khusus PNS yang dibutuhkan 

organisasi sesuai dengan tugas pokok SSDM Polri, belum ada upaya 

organisasi melakukan pengecekan kesiapan peserta dan pembatasan 

peserta seleksi berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi, 

dan belum ada peraturan penyelenggaraan seleksi untuk memperkuat 

kebijakan pembatasan peserta yang mengikuti diklat sehingga 

mendapat sasaran yang tepat yaitu PNS SSDM yang indeks 

profesionalitasnya masih rendah dan tidak ada peserta yang ikut 

diklat sekedar memenuhi persyaratan untuk promosi jabatan saja.  

c. Aspek kompensasi, belum optimalnya pemberian kompensasi dalam 

peningkatan profesionalitas PNS dikarenakan masih adanya 

ketidakjelasan hubungan antara percapatan kenaikan pangkat dan 

promosi jabatan dengan diklat yang dikuti seorang PNS dengan 

adanya fenomena PNS dengan tingkat pendidikan SMA dan belum 

Dikjur bisa dapat pangkat sampai ke 3D dan juga adanya fenomena 

PNS yang sekolah dan PNS yang tidak sekolah sama jabatannya juga 

menurunkan animo PNS untuk mengembangkan kualifikasi dan 

kompetensinya, hal ini dikarenakan adanya rasa frustasi yang timbul 

di kalangan PNS yang tidak memperoleh kompensasi setelah 

mengikuti diklat sebab merasa tidak sesuai dengan harapan mereka 

saat mengikuti diklat dan hal ini berdampak kepada rekan-rekan PNS 

lain yang belum mengikuti diklat.  

d. Aspek pelatihan dan pengembangan, belum optimalnya kegiatan 

pelatihan dan pengembangan dalam peningkatan profesionalitas PNS 

karena belum diselenggarakannya secara pendidikan dan pelatihan 

PNS sesuai kompetensi jabatan, hal ini mengakibatkan timbulnya 

kesenjangan kompetensi di pejabat struktural di satker SSDM Polri 

yang bersumber dari PNS dan juga ada fenomena dimana PNS yang 

selesai mengikuti diklat tidak mengikuti jenjang pekerjaan atau 
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jabatan seperti apa yang dipelajari dalam Diklat, sehingga materi 

diklat yang diperoleh tidak bermanfaat bagi organisasi karena tidak 

langsung diimplementasikan dalam pelaksanaan tupoksi organisasi 

dan materi pelatihan saat ini sekedar materi rutin yang bisa dipelajari 

atau learning by doing dan tidak berhubungan dengan kompetensi 

jabatan serta sistem pelatihan digitalisasi belum dilakukan sehingga 

banyak PNS terutama perempuan yang sudah berumah tangga tidak 

mau mengikuti diklat dikarenakan harus mengurus keluarga padahal 

sistem pembelajaran online sangat mudah dan bisa meningkatkan 

animo PNS untuk mengikuti diklat dan belum adanya program 

bimbingan dan pelatihan secara formal dari senior PNS SSDM Polri, 

seharusnya Polri melakukan sistem mentoring yang sudah 

diaplikasikan oleh BKN. 

e. Aspek manajemen performance, belum optimalnya kegiatan 

manajemen performance dalam peningkatan profesionalitas PNS 

dikarenakan penetapan standar performa kinerja sesuai dengan 

kompetensi jabatan belum dilakukan dengan baik, hal ini 

dikarenakan semua jabatan yang dapat ditempati oleh PNS juga 

dapat diisi oleh anggota Polri sehingga menyulitkan organisasi untuk 

membuat penetapan standar performa yang hanya mencakup 

kompetensi PNS saja, seharusnya dibuat penetapan khusus jabatan 

yang hanya dapat ditempati oleh PNS Polri sehingga memudahkan 

pembuatan standar performa kinerja. Kemudian selanjutnya aspek 

manajemen performance belum optimal dalam peningkatan 

profesionalitas PNS dikarenakan target dan perilaku kerja yang 

ditetapkan sukar untuk diberikan kriterianya, seharusnya dibuat 

kajian khusus berkaitan dengan pembuatan standar performa kinerja 

yang baku dan target kinerja yang baku sesuai beban kerja selama 

satu tahun yang harus dicapai oleh PNS sesuai dengan sasaran 

kinerja pegawai (SKP) dan pembuatannya harus disusun oleh 
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pimpinan unit kerja berdasarkan rencana kerja dan evaluasi kinerja 

tahun sebelumnya.  

f. Aspek employee relations, belum optimalnya aspek employee 

relations dalam peningkatan profesionalitas PNS karena belum 

dilaksanakannya proses diskusi dan identifikasi kompetensi PNS 

oleh pimpinan unit kerja dan penawaran kegiatan peningkatan 

kualifikasi dan kompetensi kepada PNS hanya dilakukan secara 

umum atau general kepada seluruh PNS melalui What Apps Grup 

sehingga PNS SSDM Polri merasa tidak terdukung oleh pimpinan 

dalam upaya mereka untuk mengikuti diklat. Hal ini sangat 

disayangkan karena proses diskusi antara pimpinan dan staf PNS 

sangat penting sebagai salah satu bentuk kepedulian pimpinan 

kepada peningkatan profesionalitas anggotanya dan juga sebagai 

bentuk kontrol pimpinan kepada kinerja pegawainya. Fakta lainnya 

adalah karena PNS di SSDM Polri belum dipandang perlu 

membutuhkan investasi dan ilmu pengetahuan dikarenakan secara 

fakta belum ada kewajiban bagi seluruh PNS SSDM Polri untuk 

meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mereka melalui kegiatan 

pendidikan dan pelatihan, padahal sesuai ketentuan seluruh PNS 

berhak memperoleh pengembangan kompetensi untuk memperkuat 

profesionalisme dan penguasan bidang tugas sehingga dapat 

menunjukan performa terbaiknya.  

2. Model strategi untuk meningkatkan profesionalitas PNS di satker SSDM 

Polri yang terbentuk didasarkan oleh 4 aspek yaitu aspek Perencanaan, 

aspek Pelaksanaan, aspek Evaluasi dan aspek Kompensasi. Dengan 

demikian model peningkatan profesionalitas PNS SSDM Polri yang ideal 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Perencanaan peningkatan Profesionalitas PNS terdiri dari beberapa 

kegiatan utama antara lain:  

1) Inventarisasi usulan kebutuhan peningkatan profesionalitas PNS 
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SSDM Polri. Kegiatan ini berupa pengumpulan dan pendatakan 

usulan kebutuhan peningkatan profesionalitas PNS dari masing-

masing Biro. Kegiatan ini dilakukan oleh Bagrenmin SSDM 

Polri sebagai pengampu manajemen peningkatan profesionalitas 

PNS SSDM Polri. Namun sebelum menyusun perencanaan maka 

sebelumnya dikumpulkan input awal sebagai bahan dasar 

penyusunan perencanaan yang terdiri dari:  

a) Renstra Polri yang disusun oleh Srena Polri yang menjadi 

acuan atau pedoman penyusunan perencanaan peningkatan 

profesionalitas PNS SSDM Polri 

b) Profil setiap PNS SSDM Polri yang diperoleh dari data 

kualifikasi dan kompetensi awal yang dimiliki oleh PNS 

dan didatakan oleh Bag Renmin SSDM Polri, pada saat 

awal diangkat menjadi PNS SSDM Polri. 

c) Standar kompetensi jabatan yang disusun oleh Bagrenmin 

berdasarkan hasil kajian bersama seluruh pimpinan unit 

kerja setingkat pamin, paur, kasubbag sampai dengan kabag 

dengan cara menganalisa dan mengindentifikasi kebutuhan 

kompetensi dari jabatan struktural yang disesuaikan dengan 

tupoksi SSDM Polri. Proses ini terdapat dalam Aspek 

Desain Pekerjaan. 

d) Data kesenjangan kompetensi yang disusun Bag Renmin 

SSDM berdasarkan analisa evaluasi pimpinan unit terhadap 

kompetensi PNS SSDM yang menjabat struktural dengan 

standar kompetensi jabatan. Analisa ini dilakukan oleh 

pimpinan unit kerja. Proses ini terdapat dalam Aspek 

Employee Relations. Data kesenjangan kompetensi ini 

kemudian disampaikan ke Bag Renmin SSDM sebagai 

database. 
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e) Anggaran tahunan SSDM Polri atau DIPA SSDM Polri 

yang telah ditetapkan dari Srena Polri sebagai acuan awal 

ketersediaan anggaran yang dapat dialokasikan untuk 

kegiatan peningkatan profesionalitas PNS SSDM Polri. 

Dengan adanya input awal ini kemudian dibuat perencanaan 

peningkatan profesionalitas PNS SSDM Polri dengan 

mempertimbangkan kesenjangan kompetensi dan kesenjangan 

kinerja yang diperoleh dari hasil analisa evaluasi pimpinan unit 

kerja di masing-masing Biro yang ada di SSDM Polri terhadap 

hasil kerja PNS yang ada di masing-masing Biro nya. Apabila 

PNS tidak memiliki kesenjangan kompetensi maka peningkatan 

profesionalitas disesuaikan dengan pengembangan karir. 

2) Setelah terkumpul seluruh usulan kebutuhan pengembangan 

maka selanjutnya dilakukan kegiatan Validasi usulan kebutuhan 

peningkatan profesionalitas PNS SSDM Polri. Dalam kegiatan 

ini dilakukan pengecekan terhadap usulan-usulan yang masuk 

agar usulan yang akan dimasukan dalam perencanaan akurat dan 

tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kegiatan ini 

dilakukan dengan mengadakan rapat kajian yang dikordinir oleh 

Kabagrenmin SSDM Polri beserta Staf dan dihadiri oleh seluruh 

Kepala Biro yang ada di SSDM Polri.  

Kegiatan validasi usulan kebutuhan peningkatan profesionalitas 

PNS SSDM Polri mempertimbangkan: 

a) Prioritas kebijakan pengembangan karir dan kompetensi 

PNS Polri yang ada di dalam Satker SSDM Polri yaitu 

kegiatan memilih personel PNS yang akan diajukan untuk 

mengikuti Diklat dan kegiatan memilih kompetensi 

pekerjaan yang akan dikembangkan. Prioritas kebijakan 

disusun oleh Bag Renmin SSDM Polri berdasarkan 
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keputusan ASSDM Polri setelah memperoleh saran 

pendapat dan masukan dari seluruh Kepala Biro dan Kabag 

Renmin. 

b) Profil PNS SSDM Polri dari database Bagrenmin SSDM 

Polri yang berisi Riwayat Pendidikan umum sampai dengan 

Sarjana dan Riwayat pelatihan keterampilan yang dimiliki 

PNS sebelum yangbersangkutan diangkat menjadi PNS. 

c) Ketersediaan Anggaran DIPA SSDM Polri untuk 

peningkatan profesionalitas PNS SSDM Polri 

d) Standar Kompetensi Jabatan yaitu persyaratan kompetensi 

minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS SSDM Polri 

dalam melaksanakan tugas jabatan. Standar ini ditetapkan 

oleh Menpan RB berdasarkan usulan Polri. 

e) Data Kesenjangan Jabatan adalah data perbandingan profil 

PNS SSDM Polri dengan standar kompetensi jabatan. Data 

ini diperoleh dari analisa dan masukan pimpinan unit kerja 

untuk disampaikan dan didatakan oleh Bag Renmin SSDM 

Polri, 

f) Data Kesenjangan Kinerja adalah kesenjangan antara apa 

yang diharapkan oleh pimpinan unit kerja di SSDM Polri 

dengan hasil kerja terkait kualitas hasil pekerjaan dan 

kuantitas waktu penyelesaian dari setiap pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh PNS SSDM Polri 

g) Pemenuhan minimal 20 JP adalah kewajiban setiap PNS 

SSDM Polri untuk melaksanakan peningkatan 

profesionalitas paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 

periode satu tahun. Perhitungan satu jam pelajaran setara 

dengan 45 menit pembelajaran 
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3) Setelah kegiatan validasi selesai kemudian dilanjutkan dengan 

kegiatan penyusunan dokumen rencana lima tahunan dan 

dokumen rencana tahunan peningkatan profesionalitas PNS 

SSDM Polri. Kegiatan penyusunan dokumen ini juga 

mempertimbangkan hal-hal yang ada di saat melakukan kegiatan 

validasi yaitu prioritas kebijakan pengembangan karir dan 

kompetensi PNS, Profil PNS, ketersediaan anggaran, standar 

kompetensi jabatan, data kesenjangan jabatan, data kesenjangan 

kinerja, upaya pemenuhan minimal 20 JP untuk setiap PNS 

SSDM Polri. Kegiatan ini dilakukan oleh Bag Renmin SSDM 

Polri dan setelah selesai dokumen perencanaan diajukan ke Bag 

Perencanaan Biro Jianstra SSDM Polri untuk dikompulir dengan 

dokumen perencanaan lainnya, selanjutnya dokumen tersebut 

diajukan ke Srena Polri untuk dimasukan ke dalam Renstra 

Polri. 

b. Pelaksanaan peningkatan profesionalitas  

1)  Pelaksanaan peningkatan kompetensi dimulai dengan adanya 

seleksi terhadap PNS SSDM Polri yang akan diajukan mengikuti 

diklat. Seleksi berfungsi untuk menentukan personil PNS SSDM 

Polri yang akan membuat kontribusi yang paling tepat untuk 

organisasi sesuai skala prioritas pengembangan organisasi. 

Seleksi dilakukan oleh Bag Renmin SSDM Polri dengan cara 

melihat database personil PNS yang telah dipilih berdasarkan 

perencanaan, kemudian dilakukan pemeriksaan administrasi, 

selanjutanya Bag Renmin memanggil personil terkait untuk 

dilakukan pengecekan kesiapan fisik dan psikologi dari PNS 

yang telah dipilih tersebut. Setelah lolos dari pemeriksaan 

administrasi dan dinyatakan siap secara fisik dan psikologi 

kemudian Bag Renmin membuat surat perintah untuk mengikuti 

kegiatan diklat bagi personil terkait. 
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2) Pelaksanaan peningkatan profesionalitas melalui Pendidikan 

umum dengan cara:  

a) Klasikal berupa mengikuti pemberian tugas belajar dengan 

mengikuti pendidikan umum secara manual atau offline 

dengan proses pembelajaran luring di lokasi tempat 

pendidikan yang diselenggarakan mandiri secara internal 

oleh Lemdiklat Polri atau pendidikan yang diselenggarakan 

bersama Instansi Pemerintah lain yang terakreditasi seperti 

Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) dengan LAN RI. 

Kegiatan ini dilakukan sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku. 

b) Non Klasikal berupa mengikuti pemberian tugas belajar 

dengan mengikuti pendidikan umum secara offline dengan 

proses pembelajaran daring dari lokasi kantor atau tempat 

tinggal PNS SSDM Polri di luar waktu dinas yang 

diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan yang 

menyediakan fasilitas pembelajaran online. Kegiatan ini 

dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

3) Pelaksanaan peningkatan profesionalitas melalui Pelatihan 

dengan cara: 

a) Klasikal berupa mengikuti kegiatan pelatihan secara manual 

atau offline dengan proses pembelajaran luring di lokasi 

tempat pelatihan yang diselenggarakan mandiri secara 

internal oleh Lemdiklat Polri atau pelatihan yang 

diselenggarakan bersama Instansi Pemerintah lain yang 

terakreditasi seperti Pelatihan Fungsional Auditor dengan 

BPKP. Kegiatan ini dilakukan sesuai peraturan perundangan 

yang berlaku. Kegiatan pelatihan ini juga bisa dilakukan 

dengan mengikuti seminar, kursus, workshop, bimbingan 

teknis dan/atau penataran yang diselenggarakan oleh 
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internal Polri maupun Lembaga di luar Polri, 

b) Non Klasikal berupa mengikuti pelatihan dengan mengikuti 

pendidikan umum secara offline dengan proses 

pembelajaran daring seperti bimbingan tempat 

kerja/coaching dan mentoring di tempat kerja dari PNS 

senior, pelatihan jarak jauh/e-learning dengan Lembaga 

Pendidikan terkait, magang dan pertukaran pegawai dengan 

Lembaga yang telah ditentukan. Kegiatan ini dilakukan 

sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

c. Evaluasi  

1) Melakukan Evaluasi Administratif, yaitu: 

Melihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan 

peningkatan profesionalitas ASN yang dilakukan oleh Bag Anev 

Biro Jianstra SSDM Polri yang kemudian dikordinasikan dengan 

Bag Renmin SSDM Polri untuk selanjutnya dilaporkan kepada 

ASSDM Kapolri. 

2) Melakukan Evaluasi Substansif, yaitu:  

Melihat kesesuaian antara pemenuhan kebutuhan kompetensi 

dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. 

Proses ini terdapat dalam Aspek Manajemen performance yang 

dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang kemudian 

dikordinasikan dengan Bag Renmin SSDM Polri untuk 

kemudian dilaporkan kepada ASSDM Kapolri. Apabila telah 

terpenuhi pemenuhan dan peningkatan profesionalitas maka 

dapat diberikan Kompensasi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Proses ini terdapat dalam Aspek Kompensasi. 
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B. Rekomendasi 

Dalam rangka peningkatan profesionalitas PNS di Satker SSDM dan 

lebih prospektif bagi PNS pada Satuan Kerja SSDM Polri direkomendasikan 

agar: 

1. Harus dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) berkaitan dengan 

pelaksanaan model peningkatan profesionalitas PNS SSDM Polri yang 

lebih strategis sesuai dengan hasil temuan di penelitian ini. 

2. Harus dilakukan pengkajian dan analisis berkaitan dengan penerapan 

model peningkatan profesionalitas PNS SSDM Polri yang strategis sesuai 

hasil penelitian ini. 

3. Harus dilakukan rapat pengarahan kepada seluruh unsur pimpinan PNS 

SSDM Polri di setiap unit kerja berkaitan dengan pelaksanaan model 

peningkatan profesionalitas PNS SSDM Polri yang strategis sesuai hasil 

penelitian ini. 

4. Harus dibuat peraturan kapolri berkaitan dengan manajemen SDM PNS 

Polri dan SOTK terkait PNS Polri yang terpisah dari anggota Polri agar 

dapat melakukan peningkatan profesionalitas tersendiri sesuai dengan 

peraturan tentang pengukuran indeks profesionlitas ASN dari BKN 

5. Guna lebih meningkatkan profesionalitas PNS agar temuan dari 

penelitian ini beserta analisis yang dilakukan terhadap aspek-aspek 

manajemen SDM, perlu dijadikan sebagai bahan dalam menyusun 

Rencana Strategi Pembinaan SDM Polri yang memasukkan 

profesionalitas PNS di Satker SSDM, yaitu aspek kinerja, aspek 

kualifikasi dan aspek kompetensi sebagai salah satu sasaran strategis dari 

rencana strategis SDM Polri secara nasional.  

6. Harus dilakukan kerjasama dengan Lembaga instansi pemerintah atau 

Lembaga swasta dalam upaya kegiatan peningkatan profesionalisme 

dengan melakukan program magang antar instansi. Kegiatan ini dapat 
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bermanfaat untuk memperluas wawasan dan pola berpikir PNS SSDM 

Polri. 

7. Perlu dikembangkan sistem diklat yang berbasis online sehingga PNS 

Polri terutama yang perempuan dapat mengikuti diklat di luar jam dinas 

dan tidak meninggalkan keluarga. Selain itu perlu dikembangkan sistem 

pelatihan yang bersifat mentoring atau coaching yang bersertifikat yang 

diselenggarakan oleh Satuan Kerja di Polri sehingga dapat meningkatkan 

nilai pengukuran indeks profesionalitas PNS Polri. 

8. Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terhadap sistem 

penilaian kinerja PNS Polri yang saat ini masih belum optimal. 
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